
               
  PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

 
 
 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

NOMOR 17 TAHUN 2017 
 

 
TENTANG 

 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
TULUNGAGUNG NOMOR 10 TAHUN 2013  

TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN TULUNGAGUNG  
TAHUN 2014 - 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

TAHUN 2017 



 
 
 
 

 
 

LAMPIRAN 
 
 
 
  
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 
 
 
 

 
NOMOR :  17 TAHUN 2017 
TANGGAL :  15  -   12   -  2017 

 
 
 
 

TENTANG 
 
 
 
 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

TULUNGAGUNG NOMOR 10 TAHUN 2013  
TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TULUNGAGUNG  

TAHUN 2014 - 2018   



 
 

PE
R

U
B

A
H

A
N

 R
PJ

M
D

 K
A

B
U

PA
TE

N
 T

U
LU

N
G

A
G

U
N

G
 T

A
H

U
N

 2
01

4-
20

18
 

PE
R

D
A

 N
O

M
O

R
 1

7 
TA

H
U

N
 2

01
7 



- 1 -   
 

BUPATI TULUNGAGUNG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

NOMOR 17 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

TAHUN 2014-2018 
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TULUNGAGUNG, 
 

Menimbang  : a.  bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23        
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 
2014-2018 dipandang sudah tidak sesuai dengan 
situasi dan kondisi pada saat ini sehingga perlu diubah; 

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung 
Tahun 2014-2018; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 41) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang     
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional     
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
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Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2015-2019; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2011-2031; 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung 

Tahun 2008 Nomor 1 Seri E); 
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2023; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 
2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung 
Tahun 2013 Nomor 1 Seri E); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016             
Nomor 1 Seri D); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 
dan 

BUPATI TULUNGAGUNG 
 

MEMUTUSKAN  : 
  

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2014-2018. 

 

Pasal I   
 

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah 
Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 1 Seri 
E) diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Tulungagung. 

 
    

Ditetapkan di Tulungagung 
pada tanggal  15 Desember 2017 

BUPATI TULUNGAGUNG, 
 

ttd 
 

SYAHRI MULYO 
 

Diundangkan di Tulungagung 
pada tanggal  15 Desember 2017 
SEKRETARIS  DAERAH 
 
ttd 
 
Ir. INDRA FAUZI, MM 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19590919 199003 1 006 
 
Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2017 Nomor 14 Seri E 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 396-
1/2017 
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PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

NOMOR  17 TAHUN 2017 
TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  

KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2014 - 2018 
 
 
I.   PENJELASAN UMUM 

 
Sebagai pelaksana ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah 
Kabupaten Tulungagung telah menyusun RPJMD Kabupaten 
Tulungagung Tahun 2014-2018 yang merupakan dokumen 
perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.   

Namun seiring berjalan waktu, dengan lahirnya Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, 
membawa konsekuensi mendasar pada pembagian urusan 
pemerintahan yang baru bagi daerah. Semula terdapat urusan yang 
menjadi kewenangan kabupaten, berpindah menjadi kewenangan 

Provinsi/Pusat dan sebaliknya. Akibat lain adalah adanya penyesuaian 
Perangkat Daerah (PD) dan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di 
daerah yang mengharuskan adanya pijakan baru dalam dokumen 
perencanaan utamanya pada RPJMD. 

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah, dan Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah menyebutkan bahwa perubahan RPJMD hanya dapat 
dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar, yakni adanya 
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perubahan kebijakan nasional.  

Perubahan asumsi makro dan krisis ekonomi global memberikan 
dampak signifikan terhadap perekonomian nasional dan regional 
sehingga berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama 
dan target kinerja pembangunan daerah. Disamping itu perubahan 
metodologi penghitungan indikator kinerja pembangunan daerah yaitu 
indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Domestik 
Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi dari menggunakan 
tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010 juga mengakibatkan 
capaian target indikator tersebut menjadi meleset, yang diterapkan 
mulai tahun 2015. 

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Peraturan 
Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Tulungagung Tahun 2014-2018 tidak sesuai lagi dan perlu direvisi. 

  
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 
Cukup jelas. 

Pasal II 
Cukup jelas. 

_____________________________________ 



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung 2014-2018                                       i DAFTAR ISI 
 

             Hal 
DAFTAR ISI i 
DAFTAR TABEL iv 
DAFTAR GAMBAR vii 
   
BAB I PENDAHULUAN I – 1 
 1.1 Latar Belakang I – 1 
 1.2 Dasar Hukum Penyusunan I – 2 
 1.3 Hubungan Antar Dokumen  I – 4 
 1.4 Sistematika Penulisan I – 12 
 1.5 Maksud dan Tujuan I – 14 
    
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II – 1 
 2.1 Aspek Geografi dan Demografi II – 1 
  2.1.1 Kondisi Geografis II – 1 
  2.1.2 Topografi, Hidrologi dan Klimatologi 

Wilayah Kabupaten Tulungagung  
II – 3 

  2.1.3 Wilayah Rawan Bencana II – 8 
  2.1.4 Kondisi Demografi II – 15 
  2.1.5 Penggunaan Lahan II – 16 
  2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah II – 18 
 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II – 30 
  2.2.1 Perekonomian II – 30 
  2.2.2 Kesejahteraan Sosial II – 39 
  2.2.3 Kebudayaan II – 44 
 2.3 Aspek Pelayanan Umum II – 45 
  2.3.1 Pendidikan II – 45 
  2.3.2 Kesehatan II – 47 
  2.3.3 Pekerjaan Umum  II – 51 
  2.3.4 Perumahan Rakyat II – 54 
  2.3.5 Penataan Ruang II – 55 
  2.3.6 Lingkungan Hidup II – 55 
  2.3.7 Kependudukan dan Catatan Sipil II – 56 
  2.3.8 Keluarga Berencana dan Keluarga 

Sejahtera 
II – 57 

  2.3.9 Ketenagakerjaan II – 58 
  2.3.10 Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 

Menengah 
II – 59 

  2.3.11 Penanaman Modal II – 60 
  2.3.12 Komunikasi dan Informatika II – 61 
  2.3.13 Pariwisata II – 65 
  2.3.14 Perdagangan II – 68 
  2.3.15 Keuangan II – 70 
 2.4 Aspek Daya Saing Daerah II – 71 
  2.4.1 Kemampuan Keuangan Daerah II – 71 
  2.4.2 Fasilitas Infrastruktur II – 72 
  2.4.3 Iklim Investasi II – 74 
  2.4.4 Lingkungan Strategis Nasional, 

Regional dan Global 
 
 

II – 74 



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung 2014-2018                                       ii  
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

SERTA KERANGKA PENDANAAN 
III – 1 

 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu III – 1 
  3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD III – 2 
  3.1.2 Neraca Daerah III – 10 
 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III – 14 
  3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran III – 15 
  3.2.2 Analisis Pembiayaan III – 16 
 3.3 Kerangka Pendanaan III – 19 
  3.3.1 Proyeksi Pendapatan 2018 III – 22 
  3.3.2 Kebijakan Alokasi Anggaran III – 23 
     
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS IV – 1 
 4.1 Permasalahan Pembangunan  IV – 1 
 4.2 Isu Strategi IV – 1 
  4.2.1 Pendidikan IV – 1 
  4.2.2 Layanan Kesehatan IV – 3 
  4.2.3 Manajemen Pemerintah Daerah dan 

Pelayanan Publik 
IV – 4 

  4.2.4 Infrastruktur IV – 7 
  4.2.5 Pertumbuhan Ekonomi IV – 8 
  4.2.6 Penanggulangan Kemiskinan IV – 10 
     
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V – 1 
 5.1 Visi V – 1 
 5.2 Misi V – 2 
 5.3 Tujuan dan Sasaran V – 3 
     
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI – 1 
 6.1 Peningkatan Pelayanan Pendidikan Yang Murah 

dan Berkualitas Serta Pelestarian/ 
Pengembangan Kebudayaan 

VI –1 

 6.2 Peningkatan Pelayanan di Bidang Kesehatan 
Yang Murah dan Berkualitas 

VI –3 

 6.3 Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan 
Baik, Transparan, Akuntable, Responsif dan 
Demokratis 

VI –3 

 6.4 Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang 
Berbasis Pemerataan Pembangunan dan 
Pengembangan Wilayah Untuk Mendorong 
Percepatan Pembangunan Sektor-Sektor yang 
Lain 

VI –5 

 6.5 Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis 
UKM, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 
Pariwisata Serta Perkebunan Melalui Kegiatan 
Kewirausahaan 

VI –6 

 6.6 Pengentasan dan Penanggulangan Kemiskinan 
dengan Pola Terpadu 
 
 
 
 

VI –6 

     



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung 2014-2018                                       iii BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN 
DAERAH 

VII – 1 

 7.1 Kebijakan Umum VII – 1 
 7.2 Program Prioritas Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Daerah 
VII – 3 

     
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG 

DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 
VIII – 1 

   
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH IX – 1 
 9.1 Indikator Kinerja Utama IX – 1 
 9.2 Indikator Kinerja Daerah IX – 7 
   
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN X – 1 
 10.1 Pedoman Transisi X – 2 
 10.2 Kaidah Pelaksanaan X – 4 

 

  



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung 2014-2018                                       iv DAFTAR TABEL 
 
              
Tabel  Hal 
II.1 Potensi Fisik Dasar Kabupaten Tulungagung II – 2  
II.2 Pembagian Wilayah II – 2  
II.3 Luas  Lahan  Berdasarkan Kemiringan Tanah II – 5  
II.4 Nama Sungai di Kabupaten Tulungagung II – 6 
II.5 Curah Hujan Menurut Kecamatan di Kabupaten 

Tulungagung Tahun 2016 
II – 7  

II.6 Kawasan Rawan Tsunami Kabupaten Tulungagung II – 9  
II.7 Kawasan Rawan Gerakan Tanah Di Kabupaten 

Tulungagung 
II – 9  

II.8 Potensi Gempa Menurut Skala Modified Mercally Intensity 
(MMI) 

II – 10  

II.9 Bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Tulungagung 
Tahun 2012-2016 

II – 11  

II.10 Jumlah Korban Terdampak Bencana di Kabupaten 
Tulungagung Tahun 2014-2016 

II – 12  

II.11 Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Tulungagung II – 13  
II.12 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten 

Tulungagung Tahun 2016 
II – 15 

II.13 Pertumbuhan Penduduk Menurut Tahun di Kabupaten 
Tulungagung 

II – 15  

II.14 Jumlah Penduduk Per Usia di Kabupaten Tulungagung 
Tahun 2016 

II – 16 

II.15 Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB 
Kabupaten Tulungagung Atas Dasar Harga Konstan 
Tahun 2012-2016 (Tahun Dasar 2010) 

II – 30 

II.16 Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB 
Kabupaten Tulungagung Atas Dasar Harga Berlaku 
Tahun 2012-2016 (Tahun Dasar 2010) 

II – 31 

II.17 Pertumbuhan Ekonomi menurut Sektor Tahun 2012 - 
2016 Tahun Dasar 2010 (Persen) 

II – 34 

II.18 Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (Persen) 
Tahun 2012-2016 

II – 36 

II.19 Persentase Perubahan IHK/Inflasi (2002 = 100) Tahun 
2016 

II – 37 

II.20 IPM Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Kediri dan Jawa 
Timur Tahun 2012 – 2016 

II – 40 

II.21 Penanganan PMKS di Kabupaten Tulungagung II – 43 
II.22 Jumlah Karya Seni Budaya yang Mendapatkan 

Penghargaan Tahun 2012 – 2016 
II – 45 

II.23 Seni Budaya yang Dilestarikan Tahun 2012 – 2016 II – 45 
II.24 Perkembangan Pembangunan Urusan Pendidikan Tahun 

2012 – 2016 
II – 46 

II.25 Indikator Pendidikan Kabupaten Tulungagung 2012-2016 II – 47 



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung 2014-2018                                       v II.26 Sarana dan Prasarana Pendidikan Tahun 2016 II – 47 
II.27 Indikator Kesehatan Kabupaten Tulungagung 2012-2016 II – 48 
II.28 Perkembangan Pembangunan Urusan Kesehatan Tahun 

2012 – 2016 
II – 50 

II.29 Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten 
Tulungagung Tahun 2012-2016 

II – 51 

II.30 Jumlah Pelayanan Sistem Jaringan Perpipaan Air Bersih 
Tersistem 

II – 52 

II.31 Persentase Keluarga Dengan Kepemilikan Sarana Sanitasi 
Dasar Tahun 2013 

II – 53 

II.32 Hasil Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 
2012-2016 

II – 53 

II.33 Jumlah Perumahan Rakyat di Kabupaten Tulungagung 
Tahun 2016 

II – 54 

II.34 Perkembangan Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup 
Tahun 2012 – 2016 

II – 55 

II.35 Perkembangan Pembangunan Urusan Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Tahun 2012-2016 

II – 57 

II.36 Perkembangan Realisasi Program Keluarga Berencana 
Tahun 2012-2016 

II – 57 

II.37 Perkembangan Program Pembinaan Peran Serta 
Masyarakat dalam Pelayanan KB Tahun 2012-2016 

II – 57 

II.38 Perkembangan Pembangunan Urusan Ketenagakerjaan 
Tahun 2012 – 2016 

II – 58 

II.39 Perkembangan Pembangunan Koperasi dan UMKM 
Tahun 2012 – 2016 

II – 59 

II.40 Perkembangan Indikator Pembangunan Urusan 
Penanaman Modal Tahun 2012– 2016 

II – 60 

II.41 Perkembangan Pembangunan Urusan Pariwisata Tahun 
2012 – 2016 

II – 66 

II.42 Tempat Wisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 II – 66 
II.43 Perkembangan Ekspor Tahun 2012-2016 II – 69 
II.44 Komoditas Perdagangan Antar Daerah di Kabupaten 

Tulungagung 
II – 70 

II.45 Pencapaian Penyelenggaraan Pemerintahan II – 70 
II.46 Data Infrastruktur Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 II – 72 
II.47 Sentra Produk Industri Di Kabupaten Tulungagung II – 84 
III.1 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten 

Tulungagung Tahun 2011-2016 
III – 3 

III.2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah 
Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016 

III – 6 

III.3 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja 
Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016 

III – 7 

III.4 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tulungagung 
Tahun 2011-2016 

III – 9 

III.5 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Tulungagung 
Tahun 2011-2016 

III – 12  



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung 2014-2018                                       vi III.6 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan 
Aparatur 

III – 16 

III.7 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tulungagung Tahun 
2011-2016 

III – 17 

III.8 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten 
Tulungagung 2011-2016 

III – 18 

III.9 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kebupaten 
Tulungagung Tahun 2011-2016 

III – 19 

III.10 Pengeluaran Wajib, Periodik dan Mengikat serta Prioritas 
Utama Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2016 

III – 21 

III.11 Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung 
Tahun 2018 

III – 22 

III.12 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk 
Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten 
Tulungagung Tahun 2018 

III – 24 

III.13 Kerangka Pendanaan Alokasi Keuangan Daerah III – 24  
V.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, 

Indikator Sasaran 
V – 8 

VI.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah dan Kebijakan 
Kabupaten Tulungagung 

VI – 8 

VII.1 Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan VII – 14 
VIII.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Serta Kebutuhan 

Pendanaan 
VIII – 10 

IX.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Terhadap Capaian 
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
Kabupaten Tulungagung 

IX – 6 

IX.2 Indikator Kinerja Daerah Pemerintahan Kabupaten 
Tulungagung 2014-2018 

IX – 8 

   
 

  



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung 2014-2018                                       vii DAFTAR GAMBAR 
 

              
Gambar  Hal 
I.1 Prosentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Tulungagung I – 11  
I.2 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen 

Rencana Pembangunan Lainnya 
I – 12  

II.1 Peta Administrasi Kabupaten Tulungagung II – 3 
II.2 Peta Tematik Daerah Aliran Sungai di Kabupaten 

Tulungagung 
II – 8  

II.3 Peta Kawasan Rawan Bencana Alam II – 14  
II.4 Prosentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Tulungagung II – 17 
II.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung, Provinsi 

Jawa Timur dan Nasional Tahun 2012-2016 (%) 
II – 33 

II.6 Indeks Gini Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur 
dan Nasional Tahun 2012-2016 

II – 38 

II.7 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa 
Timur dan Nasional Tahun 2012-2016 

II – 39 

II.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten 
Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional  
Tahun 2012-2016 

II – 40 

II.9 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten 
Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 
2012-2016 

II – 44 

II.10 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Tulungagung, 
Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2012-2016 

II – 48 

II.11 Angka Kematian Bayi Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-
2016 

II – 49 

III.1 Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kab. Tulungagung 
Tahun 2011-2016 

III – 4 

III.2 Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kabupaten 
Tulungagung 2011-2016 

III – 8 

III.3 Perbandingan Penerimaan dengan Pengeluaran Pembiayaan 
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016 

III – 10 

 

 



  
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung 2014-2018                                I - 1 ������

�����	
�
���
 
 
 
 
�
�
� ���������������

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang 
menjabarkan  visi,  misi  dan  program  Bupati  terpilih  pada  
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 yaitu 

Syahri Mulyo, SE., M.Si. sebagai Bupati Tulungagung dan Drs. 
Maryoto Birowo, MM. sebagai Wakil Bupati Tulungagung dengan masa 
jabatan 2014-2018. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, 
maka visi, misi dan program tersebut dijabarkan melalui strategi 
pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, 
beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah 
pelaksanaannya. 

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJMD 
Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018  merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.   

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pasal 50 
ayat (1) huruf b dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 282 menyebutkan 
bahwa perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila terjadi 
perubahan yang mendasar, yakni adanya perubahan kebijakan 
nasional.  

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah, membawa konsekuensi mendasar 
pada pembagian urusan pemerintahan yang baru bagi daerah. Semula 
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